
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 
NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUNINGAN, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2025 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat  

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7043); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);  
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 350); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2023 Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 
2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 

Tahun 2025 Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 
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Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas : 

1.    Pendapatan  

a.   Pendapatan Asli Daerah Rp313.331.431.619,00  

b.   Pendapatan Transfer  Rp2.498.835.384.498,00 

c.    Lain – lain Pendapatan yang sah   Rp46.119.662.781,00 

Jumlah Pendapatan  Rp2.858.286.478.898,00 

  
2.    Belanja   

a.   Belanja Operasi   

1)   Belanja Pegawai Rp1.251.541.466.011,00 

2)   Belanja Barang dan Jasa     Rp664.165.620.222,00 

3)   Belanja Bunga         Rp3.218.634.875,00 

4)   Belanja Hibah     Rp102.204.015.650,00 

5)   Belanja Bantuan Sosial         Rp4.905.580.000,00 

Jumlah Belanja Operasi           Rp2.026.035.316.758,00 

b.   Belanja Modal      Rp335.106.683.159,00 

c.    Belanja Tidak Terduga         Rp9.226.991.000,00 

d.   Belanja Transfer  

1)   Belanja Bagi Hasil       Rp17.543.860.517,00 

2)   Belanja Bantuan Keuangan     Rp486.538.331.592,00 

Jumlah Belanja Transfer     Rp504.082.192.109,00 

Jumlah Belanja                                   Rp2.874.451.183.026,00 

Surplus / (Defisit)                                 (Rp16.164.704.128,00) 

  
3.    Pembiayaan   

a.   Penerimaan        Rp95.160.884.088,00 

b.   Pengeluaran        Rp58.726.906.173,00 

      Jumlah Pembiayaan Netto 
                             

Rp36.433.977.915,00  
Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan        
      Rp20.269.273.787,00 

 
 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 

 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 26 Agustus 2025 

 

BUPATI KUNINGAN, 

 

 

 

DIAN RACHMAT YANUAR 

 

Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal 26 Agustus 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN, 

 
 
 

 
WAHYU HIDAYAH 

      

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 9 

 
 


